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BERITA DAERAH
KOTA DEPOK
[KOTA DEPOK

TAHUN 2009 NOMOR 07
ERATURAN WALIKOTA DEPOK

~ PERATURANWALIKOTADEF®R —— —

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2009
WALIKOTA DEPOK,

Menimbang - a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 jo.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/711/SJ. Pemerintah
Daerah dapat memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan
Pemilihan Umum tahun 2009 berdasarkan permintaan Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD) Kota Depok;

b bahwa KPUD Kota Depok telah menqajukan surat permohonan
dukungan kelancaran kepada Pemerintah  Kota Depok Nomor
107/KPU-D/1/2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal dukungan kelancaran
penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 di Kota Depok;

c. bahwa berdasarkan angka 6 huruf a Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
No. 270/711/SJ tanggal 10 Maret 2009 perihal Bantuan, Fasilitas dan
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Tahun 2009, Pemerintah Daerah yang telah menganggarkan dalam
APBD Tahun Anggaran 2009 namun belum helum sesuai dengan
program dan kegiatan, supaya melakukan  pergeseran anggaran
mendahului Perubahan APRD dengan terlebin dahuiu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD untuk

selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD tahun Anggaran 2009;

d. bahwa. ...




om—

Mengingat

bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2009, sebagai landasan operasional pelaksanaan,
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, b, ¢ dan d,perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2009;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat ||
Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara vang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3851);

6. Undang. ..




10.

1.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neqgara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4395);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

14 Peraturan.. ..




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943),
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemenintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

21. Peraturan ...




21,

22

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik iIndonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemenntan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

30. Peraturan....




31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2009;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009;

38. Peraturan. ...



38

39.

40.

41,

42.

43

44.

45

46.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005
Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 56)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 07 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005
Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 58;
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2005 Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2005 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok
Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006
Nomor 02):

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02);
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008
Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008
Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2008 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok
Nomor 66);

Memperhatikan....



Memperhatikan

Menetapkan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/711/SJ tanggal 10 Maret
2009 perihal Bantuan, Fasilitas dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam
Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal |

Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun

Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah dalam kelompok Belanja Tidak Langsung yang semula
Rp. 492.104.124.654,25 berkurang Rp. 2.717.154.700,00 sehingga
menjadi Rp. 489.386.969.954,25 dengan rincian perubahan sebagai
berikut :

a. Belanja hibah yang semula Rp 1050082164500 berkurang
Rp. 2.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 8.500.821.645,00 .

b. Belanja Tidak Terduga yang semula 13.124.366.697 54 berkurang
Rp. 717.154.700,00 sehingga menjadi Rp. 12.407.211.997,54.

2. Belanja Daerah dalam kelompok Belanja Langsung yang semula
Rp. 467.735.787.404,00 bertambah Rp. 2.717.154.700,00 sehingga
menjadi Rp. 470.452.942 104,00 dengan rincian perubahan sebagai
berikut:

a. Belanja pegawai yang semula Rp. 68.527 662 65000 bertambah
Rp. 684.060.000,00 sehingga menjadi Rp. 69.211.722.650,00.

b. Belanja barang dan jasa yang semula Rp 192.726.859.877,00
bertambah Rp. 2.033.094.700,00 sehingga menjadi
Rp. 194.759.954 577 00.

3. Perubahan. ...




3. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal li

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 Maret 2009
WALIKOTA DEPOK

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd

Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 0923 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2009 NOMOR 07




